BAB IV
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI DESA TEGALDOWO KECAMATAN GUNEM KABUPATEN

REMBANG

A. Analisis Faktor-faktor yang M enyebabkan Terjadinya Perkawinan Anak

Di Bawah Umur Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten
Rembang

Perkawinan merupakan media melangsungkan keturyaag juga
termasuk salah satu ibadah dalam Islam. Sebagdahbaitual perkawinan
tidak dapat dilaksanakan tanpa mengindahkan ketentukun dan syarat.
Tidak terpenuhinya salah satu rukun maupun syakanh anenyebabkan
perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara sahuNdigak jarang terdapat
faktor lain yang “memaksa” terpenuhinya rukun dgarat dalam perkawinan.
Hal ini dapat terlihat dari praktek perkawinan dwah umur yang terjadi di
Tegaldowo. Beberapa faktor telah menyebabkan rulam syarat terpenuhi
dengan “terpaksa”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dibuatothjek utama
faktor penyebab perkawinan di bawah umur di DeggalB®wo, yakni faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal meti faktor tradisi, faktor
pergaulan bebas dan faktor kebutuhan materi. S&dantpktor eksternal
adalah faktor keberadaan payung hukum terlaksangkaperkawinan di

bawah umur. Menurut penulis, dari kedua faktor eieus, faktor utama
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terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Tegafdsaat ini adalah
adanya penyalahgunaan payung hukum sebagai lesgakibolehan
pelaksanaan perkawinan di bawah umur, orang tuapdagaulan bebas di
lingkungan remaja.

Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan aegang
berasaskan hukum. Legalitas sesuatu hal dikuatkamgash keberadaan
payung hukum yang memayunginya. Dampaknya, meskgmsuatu hal
tersebut kurang baik atau memiliki imbas yang tidalk bagi kehidupan akan
tetap dapat dilaksanakan manakala telah ada hulamg ynemayunginya,
termasuk perkawinan di bawah umur. Perkawinan avabaumur adalah
perkawinan yang dilakukan dengan keadaan calon mlamibaik salah satu
maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memesyarat batas
minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batassa minimal untuk
syarat perkawinan di Indonesia adalah usia 16 tamink calon mempelai
perempuan dan usia 19 tahun untuk calon mempekailala. Artinya,
manakala salah satu atau kedua calon mempelai dkureemenuhi standar
minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak depaksanakar.

Kekurangan batasan usia bukan menjadi penghalaiagdanakannya
perkawinan di lingkungan perundang-undangan IndaneBada Kompilasi
Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa apabila syasitilbelum terpenuhi,

perkawinan tetap dapat dilaksanakan setelah addispensasi perkawinan

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina
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dari Pengadilan Agama (PA). Dalam undang-undand l&hun 1974 dalam

pasal 7 dijelaskan, bahwa:

1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudamoapai umur 19 tahun
dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

2) Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapamim@ dispensasi
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjakh kedua orang tua
pihak pria maupun pihak wanita.

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seatangkedua orang
tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3 dan 4) undadgngnini berlaku dalam
hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasaldérigan tidak
mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayaf (6).

Idealnya, ketentuan yang terkandung dalam peratooknm di atas
diberlakukan pada peristiwa-peristiwva khusus. Mdkya, tidak setiap anak
yang berusia di bawah standar minimal legalitasa ysrkawinan dapat
dikawinkan dengan mengajukan dispensasi tanpa adabab-sebab tertentu.
Namun kenyataannya, pada kasus perkawinan analawiah umur yang
terjadi di Desa Tegaldowo, ketentuan kebolehan edigpasi telah
disalahgunakan oleh sebagian masyarakat demi #@nyap tujuan yang
diinginkan. Hal ini ditambah lagi tidak adanya ke#tean keadaan maupun
prosedur pencarian fakta terhadap keadaan yangadieajasan dalam

ketentuan hokum menjadi celah penyalahgunaan payokugn.

2 Tim penyusunKompilasi Hukum IslamJakarta: Depag RI, 1995, him. 19.
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Kasus-kasus perkawinan anak di bawah umur di Desgaldowo
dapat dijadikan sebagai contoh terbukanya pelu@myglahgunaan hokum.
Realita tersebut secara tidak langsung mengindi&asbahwa keberadaan
payung hukum tersebut, baik disadari atau tidakahtedisalahgunakan
menjadi penguat faktor-faktor internal perkawinamala di bawah umur.
Dalam persidangan dispensasi perkawinan alasaaraldangan dalih faktor
internal, terutama faktor pergaulan, menjadi alagamg banyak menjadikan
legalitas dispensasi perkawinan di bawah umur disaDélegaldowo
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Dari putusaisguutdispensasi
perkawinan yang penulis dapatkan, keseluruhannyadapatkan legalitas
yang disebabkan adanya kekhawatiran terhadap garghabas yang terjadi
antar kedua calon mempelai.

Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan dispgnsa
perkawinan tidak dapat disalahkan seluruhnya. Mereknya abdi hokum
yang tunduk terhadap hokum yang berlaku. Alasang ydi@jukan oleh
masyarakat yang mengajukan permohonan dispensakawiean juga
menjadi pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakirenomena pergaulan
bebas calon pengantin (remaja) adalah keadaan gapgt menuju pada
terciptanya perbuatan zina. Hal ini tentu akan s$@mamenimbulkan
kemadlaratan dan pelanggaran syari'at Islam. Olebals itulah Majelis
Hakim tidak dapat dipersalahkan secara sepenuhligidebih lagi Majelis
Hakim telah berusaha maksimal dengan melakukan ndesaan secara

terpisah. Namun upaya tersebut pun telah diketallebi masyarakat sehingga
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masyarakat kemudian melakukan rekayasa sebelumyadpemeriksaan
sehingga dalam pemeriksaan tersebut seakan-akanamgetbenar-benar
terjadi pergaulan bebas yang disebabkan oleh pemuanak (calon
pengantin). Padahal pada beberapa kasus pergaeites bidak disebabkan
oleh keinginan anak melainkan karena keinginangtaa.

Hukum perundang-undangan idealnya harus mampu dieajat
untuk menegakkan keadilan, menciptakan kenyamanan dampu
mendukung terciptanya kesejahteraan hidup masyandkanun jika melihat
realita yang terjadi di Desa Tegaldowo, adanyali@gaperkawinan di bawah
umur telah memberikan dampak yang kurang bagusmdatehidupan
masyarakatnya. Pada saat melakukan pengumpulan gdataulis juga
menemukan beberapa pasangan yang melakukan pegkadiirbawah umur
di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembalgkukan
perceraian padahal usia perkawinan masih sirfgkat.

Bahkan keberadaan undang-undang yang memperbolehkan
perkawinan anak di bawah umur telah menjadi aldsah masyarakat untuk
menentang anjuran yang diberikan oleh Kepala Des#ait rencana
perkawinan anak mereka yang masih di bawah umur.iniiaangat wajar
karena kedudukan Kepala Desa maupun PPN dalamappétkawinan masih
kalah dengan legalitas yang diperoleh dari perugrdandangan yang berlaku.

Terkait dengan realita di Desa Tegaldowo terlirattvita masyarakat

yang berkeinginan untuk mendapatkan dispensasap#mnkn anak di bawah

% Sebagaimana telah dijelaskan oleh penulis paddiBab
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umur telah berani menyalahgunakan keberadaan pematperundang-
undangan demi memuluskan keinginan mereka. Hah@mgindikasikan perlu
adanya pertimbangan perbaikan dalam system hokunddnesia. Perbaikan
tersebut bukan hanya pada aspek produk hokum sematan juga perlu
adanya upaya pemahaman kepada masyarakat tentamgd@an dan fungsi
hokum dalam kehidupan.

Faktor terpenting kedua adalah faktor pergaularm®ebmaja di Desa
Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Falitonerupakan
faktor pendukung dari perundang-undangan yang HerldMaksudnya,
keberadaan fenomena pergaulan bebas di kalangaajarédesa Tegaldowo
menjadi satu-satunya alasan yang dapat menjadilitesgaterjadinya
perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan faktdofakang lainnya tidak
dapat diajukan sebagai syarat kebolehan suatuvpiera.

Faktor pergaulan bebas dapat dijadikan alasan &asewara tidak
langsung dapat mengarah pada terjadinya kawin h&®mdara hukum, kawin
hamil memang dapat diselenggarakan secara legahafoberdasarkan
ketentuan dalam Pasal 53 KHI. Namun hal ini tidakds menjadi sebab tidak
diperbolehkannya kekhawatiran pergaulan bebas mlienjasyarat
dibolehkannya perkawinan anak di bawah umur. Islaangat tidak
menganjurkan adanya kemadlaratan sebagaimana daémgaulan bebas
terkandung aspek-aspek kemadlaratan timbulnya n@&mi di kalangan

remaja.
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Kekhawatiran yang ditimbulkan oleh pergaulan bebakan isapan
jempol semata. Pada bulan Maret, sewaktu penuliaskenakan penelitian,
terdapat dua perkawinan akibat hamil terlebih dahdi mana salah satunya
menimpa siswa kelas X (SMA) dan satu lainnya meaimlgh wanita yang
telah dewasa. Realita-realita tersebut semakin ostkgn kekhawatiran
terjadinya perzinaan yang berakibat kehamilan dr hikah pada anak-anak
dan remaja di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kétugaembang.
Selain dampak tersebut, kehormatan keluarga juggadiieaspek yang tidak
kalah pentingnya dalam mengupayakan perkawinan amabkawah umur
daripada terjadi kawin hamil yang menimpa anak-anekeka.

Keadaan — sebagaimana dijelaskan di atas — tersedmiang dapat
menjadi sebuah alasan yang tidak dapat ditolak. Usardi sisi lain,
kekhawatiran itu juga akan menjadi peluang sematamaknya perkawinan
anak di bawah umur, meskipun calon mempelai tiddibat dalam pergaulan
bebas. Maksudnya, dengan adanya kebolehan karenzentkean
menghindari madlarat, alasan pergaulan bebas dijpdikan alat rekayasa
untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah unamg ysebenarnya
dilaksanakan atas dasar penyebab selain pergawhas bseperti faktor
ekonomi maupun faktor orang tua. Jika sudah demjla&an sulit dibedakan
lagi perkawinan anak di bawah umur yang disebalgddanya kekhawatiran
pergaulan bebas dengan sebab material maupun paksa® tua. Ini seperti
yang dinyatakan oleh Bapak Arifin berikut ini:

“Dengan alasan seperti itu, Majelis Hakim akantsmiénolak untuk
tidak memberikan dispensasi mas. Tapi ya sebeluju keaPA, kami
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perlu saling menyatukan pendapat terlebih dahuiingga nanti tidak

ada jawaban yang berbeda atau bertentangan. Denadanya

kesamaan itu maka tidak akan menimbulkan kecurigkzanMajelis

Hakim”.*

Dari keterangan Bapak Arifin di atas dapat diketdtahwa terdapat
indikasi dari masyarakat untuk merekayasa rencari@apinan anak di bawah
umur mereka dengan merancang informasi yang aksamgiaikan di PA
Rembang ketika proses sidang dispensasi perkawamak mereka yang
masih di bawah umur. Berdasarkan penjelasan dj ptases faktor-faktor

perkawinan anak di bawah umur di Desa TegaldowoaKetan Gunem

Kabupaten Rembang dapat digambarkan sebagai berikut

Perkawinan Anak di
bawah Umur

/\

Keinginan Orang Tua| Akibat Pergaulan
Bebas
Materi Sugesti
tradisi

N

Alasan Pergaulan
Bebas

\

Penyalahgunaan
Undang-undang
legalitas PADU

* Wawancara dengan Bapak Arifin, Warga Desa Tegaddd¢ecamatan Gunem
Kabupaten Rembang, tanggal 25 Maret 2012.
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B. Tinjauan Hukum lIslam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Anak Di
Bawah Umur Di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten
Rembang

Islam datang sebagai agama penyempurna yang salahuguannya
untuk memperbaiki akhlak (perilaku) umat manusieQAr'an dan al-Hadits
menjadi pedoman utama bagi umat manusia dalammtaktisekaligus juga
menjadi sumber segala hukum. Tidak selamanya segamasalahan telah
ada ketentuan dalam kedua sumber hukum tersebtihadlj untuk
pengembangan hukum yang belum ada hukum secaiaafzasimasih terlalu
global dalam kedua sumber hukum Islam menjadi jadfiarnatif dalam
menentukan ketentuan hukum yang belum ada tataratya dalam al-Qur'an
dan al-Hadits.

Jalur ijtihad telah banyak dipraktekkan setelah atafa Nabi
Muhammad SAW. Baik dalam konteks hukum kewilayahargga hukum
kenegaraan. Salah satu bentuk ijtihad dalam lingkugum kenegaraan
(dalam wilayah negara) adalah Kompilasi Hukum Isighll) yang berlaku
di Indonesia. KHI digunakan sebagai pedoman Pelagadigama (PA) serta
acuan umat Islam di Indonesia dalam aspek kependatalam yang
berhubungan dengan perkawinan, perceraian, hadlesaais dan wakaf. Pada
aspek perkawinan, KHI tidak berdiri sendiri sebag@ian hukum melainkan
mengacu pada keberadaan Undang-Undang Nomor 1 TH®itf tentang
Perkawinan sebagai undang-undang utama yang membadatang

perkawinan di Indonesia.
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Undang-undang perkawinan menganut beberapa asas pyarsipal

yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun asaseasabut antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yahgdia dan kekal,
untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dathemgkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya, menkbdatumencapai
kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatuikaéyen itu sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agaman
kepercayaannya itu serta tiap-tiap pernikahan hatiestat menurut
peraturan perundang-undang yang berlaku.

Undang-undang pernikahan ini menganut asas monodarkecuali jika
dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengiairdenrang suami
dapat beristri lebih dari satu orang.

Undang-undang pernikahan ini menganut prinsip bataban istri harus
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungleainikahan, agar
dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baikEmdapat keturunan
yang baik dan sehat.

Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentulakgh yang bahagia,
kekal dan sejahtera; maka undang-undang ini memngarinsip
mempersulit terjadinya perceraian.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengandaak kedudukan

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupunmdgargaulan
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masyarakat, sehingga dengan demikian segala sedadm keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama olehisgtin?
Azas-azas tersebut di atas (khususnya asas 1n2)dsejalan dengan

firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang beyfiu

v &) O HOQY,ONIOE @7 (IR Jm
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COO0eUOs 22Z6Croe<= =RA=2RAHYEO
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GV $ORGAEXIHGI 40

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialahni@aciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamudsmng dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kaddn sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bendagat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum: 21).

Menurut Imam Syafi'i pembagian kasih sayang kepaderi-isteri
tidaklah sama. Apabila isteri-isteri yang dimilikierasal dari wanita yang
merdeka maka masing-masing isteri mendapatkaramgilfang sama yakni
masing-masing satu malam. Sedangkan apabila isteri- yang dimiliki
terdiri dari wanita merdeka dan budak, maka istEfi wanita merdeka
mendapat giliran dua kali lebih banyak dari isy@ing berasal dari kelompok
budak. Pada siang hari, suami boleh melakukan kgaju kepada isteri yang

belum mendapatkan giliran dan boleh melakukan kagizelain meniduri

isteri tersebuf. Inti dari penafsiran tersebut adalah upaya mealkipt

5 Ahmad RafigHukum Islam Di Indonesidakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-
3, 1998, him. 56 — 57.

® Depag RIAI-Qur'an dan TerjemahSemarang: CV Alawiyah, 1995, him. 644.

" Imam Syafi'i,al-Umm Beirut: Daar al-Fikr, t.th., him. 190.
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kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinaramemgya berlaku adil
di antara isteri-isteri yang dimiliki oleh seoraagi-laki.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa umiekcapai tujuan
dalam perkawinan, yakni keluarga yang bahagia dgahtera diperlukan
kemampuan saling menyayangi dari kedua calon mempgeleh sebab itu
tidak mengherankan jika kemampuan menjadi salalh sgrat yang harus
terpenuhi dalam sebuah perkawinan. Kemampuan yamgkdud bukan
hanya kemampuan dalam materi namun juga kemampaéamdpsikis
(kematangan psikis). Kemampuan materi akan bergdalm upaya
pemenuhan kesejahteraan yang bersifat materiahgkaa kematangan psikis
sangat berhubungan dengan permasalahan-permasetahateri. Oleh sebab
itulah Islam tidak membatasi perkawinan dengan daateusia tertentu dan
hanya membatasinya dengan syarat kebalighan (kedewn

Syarat kemampuan memang harus menjadi perhatianautialam
perkawinan. Kemampuan seseorang yang akan kawind#awinkan harus
diperhatikan sebelum benar-benar memutuskan untulangsungkan
perkawinan. Pihak-pihak yang “bertanggung jawabauieaspek kemampuan
dapat disandarkan pada orang-orang yang berkedadakbagai rukun
perkawinan yang utamanya adalah wali yang memililak untuk
menikahkan.

Ketentuan dalam Islam yang menyebutkan bahwa sgavali dapat
menikahkan anak perempuannya, tidak lantas memgfkiden esensi dari

syarat kemampuan. Selain itu, dalam pandangan fm@ha, mengenai
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perempuan yang sudah haid, pada umumnyafpgedaberpendapat bahwa
tidak seorangpun dapat memaksa seorang wanita dedessdalam keadaan
waras untuk nikah tanpa persetujuannya. Satu-satupgndapat yang
berlainan adalah Imam Syafi'i yang membolehkan mesaaeorang wanita
yang masih gadis untuk nikah. Dengan pendapatayaniyoritas ahli hukum
Islam yang tidak setuju dengan belfalBahkan menurut ahlifugaha
terdahulu, seperti: Usman al-Bati, Ibnu Syibrimdhn Abu Bakar al-Asam
mengatakan bahwa hajbar hanya dimiliki oleh wali orang-orang gila dan
yang kurang akalnyadan Abu Hanifah menambahkan bagi wali-wali anak
perempuan dan anak laki-laki yang belum balfyhak perwalian orang tua
ini dalam UU No. 1/1974 diatur dalam pasal 47 aylatyang menyatakan
bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapkas)&hun atau belum
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kakoasrang tuanya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanhya”.

Ukuran baligh jika disandarkan pada hadits Nabi Muomad SAW
tentang perintah shalat maka secara tidak langakag dapat diketahui batas
usia baligh kaitannya dengan kebolehan perkawiktadlits tersebut adalah

sebagai berikut:

8 Anwar Harjono,Hukum Islam, Keluasan, dan Keadilalgkarta: Bulan Bintang, 1987,
him. 223.

® Muhammad Abu Zahrabuhadarat fi ‘Aqdi al-Zawaj wa AsaruhBairut: Darul al-
Fikr, t.t, him. 155.

19 bid, him. 154.

1 Depag RIBahan Penyuluhan Hukyrdakarta: Depag RI, 1999, him.103.
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isaniyddnu Thabba'
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd Aadul Malik bin Ar-
Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya diakaer; Nabi Saw.
bersabda: “Perintahkanlah anak kecil untuk melaksam shalat apabila
sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudgicapai umur sepuluh
tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakanr(H.R. Abu Daud
dan Ibnu Majahy

Hadits di atas secara jelas menyebutkan bahwa yarakberumur 10
tahun telah memiliki tanggung jawab ibadah. Ini omgokkan bahwa anak
tersebut telah mencapai usia akil baligh yang naénjguran pelaksanaan
kewajiban bagi seorang muslim.

Perbedaan pendapat para ulama tentang wali di sgtidaknya
mensiratkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahves twgli adalah untuk
perizinan kawin dan bukan pemaksaan kawin. Konsekueari pemberian
izin kawin adalah kehendak kawin bermula dari cateempelai atau atas
persetujuan calon mempelai berdasarkan anjuranwgditi Bukan sebaliknya
wali yang menentukan keharusan perkawinan anaktdkrgpemaksaan wali
tersebut sebagaimana terjadi di Desa Tegaldowoadiamerdapat beberapa
wali “memaksakan” anak perempuan mereka untuk mé&kak perkawinan.
Hal ini mengindikasikan bahwa wali dalam perkawigang dipaksakan telah

melebihi fungsinya dari pemberi izin menjadi pihgkng memaksakan

perkawinan.

2 sulaiman bin Al Asyas Al SijistanBunan Abi DawudLidwa Pusaka: Hadits Digital,
hadits ke-494.
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Sebagai pihak yang memberikan izin, idealnya sepnaali tidak
memaksa melainkan menjadi pihak yang bertugas meahgesi kesiapan dari
calon mempelai. Maksudnya, wali baru dapat memaharilzin perkawinan
manakala calon-calon mempelai telah dipandang mampialui sebuah
proses pembuktian non litigasi. Pembuktian ini samenting karena dalam
perkawinan anak di bawah umur terkandung kerentgaag disebabkan oleh
keadaan anak.

Pada kenyataannya ukuran kemampuan yang banyakuilitelalu
diukur dengan materi. Padahal dalam aspek kematapgjis tidak sedikit
calon mempelai masih kurang matang. Kematangamspsikpula yang akan
menjadi sorotan analisa sebagai bagian dari sy@m@mampuan yang harus
dipenuhi oleh calon mempelai. Standar usia perkanvii bawah umur yang
terjadi di Desa Tegaldowo adalah sekitar 13-15ralmtuk calon mempelai
wanita dan usia 18 tahun untuk mempelai laki-ldksia rata-rata tersebut
dalam kajian perkembangan psikologi masuk dalamptgderkembangan usia
remaja. Menurut F.J. Monks, keadaan psikis remagapmumnya memiliki
karakter sebagai berikdt:

1) Cenderung melawan orang tua

2) Cenderung suka berkegiatan dengan teman sebaya

3) Cenderung egois dan menganggap setiap tindakadayehebenar

4) Cenderung suka melakukan tindakan coba-coba danangur

memperhitungkan dampak negatifnya.

3 F. J. Monks dan A. M. P. Knoer®sikologi Perkembangarterj. Siti Rahayu
Haditono, Yogyakarta: Gajah Mada University Pra§99.
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Melihat karakteristik tersebut di atas, cukup layakanakala
perkawinan di bawah umur dipersulit. Sebab dafatian psikis, kualitas
keadaan mental psikis remaja masih kurang baik @ifmksakan untuk
menjalani kehidupan keluarga dengan komitmen yantggit Bisa
dibayangkan manakala dua calon mempelai dengaktkanasikis egosentris
menyatu dalam satu pasangan hidup, terlebih lagakeda dalam kehidupan
rumah tangga tersebut terjadi masalah. Hal ini jdgpat dikuatkan dengan
beberapa kasus perceraian yang terjadi di Desaldga pada pasangan
perkawinan di bawah umur.

Beberapa karakter yang kurang baik dalam diri sepramaja di atas
yang identik dengan anak-anak di bawah umur (daktitah perkawinan)
menunjukkan bahwa anak di bawah umur memerlukasigpam yang sangat
matang ketika berkeinginan untuk melaksanakan peniea. persiapan-
persiapan secara jasmani maupun ekonomi mungkifhrbé&s diantisipasi
dengan sendiri maupun atas bantuan materi orang\@aaun dalam aspek
psikologi, permasalahan karakter negatif harusadiatiengan melakukan
bimbingan. Artinya sebelum memutuskan untuk merkberiizin, perlu
kiranya wali menilai kesiapan psikologi dari calamempelai. Selama ini
dalam fenomena perkawinan anak di bawah umur yamgdi di Desa
Tegaldowo lebih mendasarkan pada aspek kekhawatfdbat adanya
pergaulan bebas di kalangan remaja.

Apabila merujuk esensi pernikahan sebagai salalh satnatullah.

Segala sesuatu yang dikhitabkan kepada manusia adat tujuan dan
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manfaatnya, baik yang berupa larangan maupun pératau anjuran. Karena

terbatasnya akal dan kemampuan berfikir manusi&artidak semua manfaat

tersebut dapat diketahuainya. Seperti halnya jpgejikahan yang menurut

imam ghazali dalam kitabnydya ‘ulum al-din dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah

2. Mencengah zina

3. Menyenangkan dan menentramkan jiwa

4. Mengatur rumah tangga

5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal demperbesar
rasa tanggung jawap.

Tujuan-tujuan perkawinan yang dinyatakan oleh a&fli di atas
bukan merupakan satuan tujuan yang berdiri sesdirdiri melainkan tujuan
yang utuh dan saling berhubungan. Perkawinan tittgdat hanya dilakukan
demi tercapainya salah satu tujuan melainkan gdeltwjuan. Artinya, jika
perkawinan hanya dijadikan sebagai media untuk nggndangi kenakalan
remaja tanpa memperhatikan tujuan-tujuan yang Yainmlan bahkan
cenderung berpeluang merusak tujuan-tujuan yany faaka perkawinan
tersebut akan lebih baik jika tidak dilangsungkamauadiundur. Untuk
menghindari kecenderungan yang tidak baik tersetmaka seorang muslim
harus benar-benar memperhatikan persiapan dalaaksaslakan perkawinan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagh® tua yang menjadi

4 lmam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazéalja ‘Ulum Ad-Din Jilid 2,
Beirut-Libanon : Dar Al-Fikr, 1989, Cet ke 2, hini-20
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wali dalam perkawinan anak-anak mereka. Sebab maskelah memenuhi
kemampuan secara ekonomi dan jasmani jika belumilikekemampuan

secara psikologi maka masih ada peluang timbulnganasalahan yang
menjauhkan dari cita-cita sebuah keluarga. Terlghjika dikaitkan dengan
hukum perkawinan maka akan memunculkan pertimbapgeimbangan

yang menempatkan perkawinan dengan kekurangmamieeada wilayah
hukum dari perkawinan tersebut. Hukum melaksanagarkawinan jika

dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niatkibat-akibatnya, maka
tidak terdapat perselisihan di antara para ulanshwh hukumnya ada
beberapa macam, yaitu:

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah meyai
keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemaan untuk
melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalamphpdunikahan serta
ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan rutigelincir untuk

berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikahjdda diri dari
perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi sesecotarigntu penjagaan diri
itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagingritu, melakukan

pernikahan hukumnya adalah wajib.

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telakeinginan

kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuankumielaksanakan dan

16

5aAhmad Azhar BasyirtHukum Pernikahan Islanp¥ogyakarta: Ull Press, 2004, him. 14-
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memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetggabila tidak nikah

juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayatQ@alan dan
hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkanandalhal Islam
menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulaerpebdapat bahwa
beralasan ayat-ayat Al-quran dan hadits-hadits iN&ly hukum dasar
pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syzérpendapat bahwa
hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulamazmad Dhabhiri
berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagigpyang telah mampu

tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbnatapabila tidak nikat?.

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belurkebgginan
serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanadam memikul
kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga dpabikah juga akan
berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi memgajaagar orang jangan

sampai berbuat yang berakibat menyusahkan dirirselash orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnyalami li Ahkam al-Qur'an(Tafsir al-
Qurthub) berpendapat bahwa apabila calon suami menyauak takan
mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar m@has kawin)
untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadk hatri, tidak halal
menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskam keadaannya itu
kepada calon istri; atau ia bersabar sampai makesa dapat memenuhi hak-

hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahbebih lanjut Al-

1hid, him. 14.
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Qurthubi dalam kitabnydami' li Ahkam al-Qur'anmengatakan juga bahwa
orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penhygkng dapat

menghalangi kemungkinan melakukan hubungan deng#on dstri harus

memberi keterangan kepada calon istri agar pihak tidak akan merasa
tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amanpeg artinya bagi sukses
atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa gpenipuan itu harus
dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yangadialcalon suami, tetapi
juga nasab keturunan. kekayaan. kedudukan, darrjpakejangan sampai

tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak isterasa tertipd’

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu beraga bagi calon
isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akaapat memenuhi
kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelaiten penyakit, harus
memberikan keterangan kepada calon suami agarrjasagapai terjadi pihak
suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupitograg ada pada dirinya,
maka suatu hari masalah ini akan berkembang depgaengkaran dan

penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat padacalon istri,
yang apabila diketahui oleh pihak colon suami, nkimgkan mempengaruhi
maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palgeesahnya, rambutnya

habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hinggpaksa memakai rambut

YSikap terus terang antara calon suami isteri sapeating karena untuk membangun
sikap jujur yang justru harus dimulai pada saaingamengenal. Hal itu dimaksudkan untuk
menghindari sekap menyesal. Dapat dilihat lebiasjelalam Abu Abdullah bin Muhammad al-
Anshari al-Qurtubial-Jami' li Ahkami al-Qur’an Mesir Daar al-Arabiy, 1967.
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palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskandeepolon suami untuk

menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami saetertipu.

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang matafam segi
materiil, cukup mempunyai daya tahan mental danmagdingga tidak
khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tet@pnpunyai kekhawatiran
tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terpadainya, meskipun
tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; migal calon istri tergolong
orang kaya atau calon suami belum mempunyai keamgimtuk nikah. Imam
Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikaildrawatirkan akan
berakibat mengurangi semangat beribadah kepadah Alen semangat
bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makdanipada yang telah

disebutkan di ata®

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempungea,
tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatiaralberbuat zina dan
andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan memyakan
kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukakedar untuk memenuhi
syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan menkgiherga dan

menjaga keselamatan hidup beragama.

Berdasarkan klasifikasi kemungkinan hukum perkawirth atas,
praktek perkawinan anak di bawah umur dapat bespglumenjadi

perkawinan yang berhukum haram, makruh dan mukertka®inan di bawah

8Ahmad Azhar Basyirop. cit him. 16
YIbid, him. 16.
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umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem KabupatenbReg yang
cenderung terjadi akibat “paksaan” orang tua dai@mjauan hukum Islam
dapat dikatakan kurang memenuhi kriteria syaragyaarus dipenuhi oleh
rukun nikah, khususnya syarat kemampuan calon mlamgan hak wali
dalam perkawinan. Kekurangan tersebut secara laggsoaupun tidak
langsung telah memberikan dampak negatif berupeepgan yang terjadi
pada pasangan perkawinan di bawah umur. Hal iak jetenjadi indikator
bahwa praktek perkawinan di bawah umur dalam kentgibat paksaan
orang tua kurang dapat diterima dalam koridor hukistam. Meskipun
bagian dari pelaksanaan ibadah, namun apabila rbeikan kemadlaratan,

maka hal itu harus ditinggalkan.

Pada praktek perkawinan di bawah umur di Desa Ttegal
Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, kemadlaratag tgajadi lebih
besar daripada kemaslahatannya. Kemadlaratan weresdiputi kekerasan
dalam rumah tangga, rentannya perceraian yang tedbukti, hingga
pemeliharaan anak yang kurang maksimal setelahegz@an; sedangkan
kemaslahatan yang terkandung hanya mencakup demnjagaekehormatan
keluarga dari dampak negatif pergaulan remaja. datkipun terkandung
kemaslahatan namun jika dalam mencapai kemaslabatsebut masih ada
aspek-aspek kemadlaratan, maka kemaslahatan terbabus disisinkan
terlebih dahulu. Terlebih manakala kemaslahatasebeit menimbulkan

kemadlaratan dalam aspettlaruriyat manusia. Aspek dlaruriyat yang
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dirugikan terkait dengan aspek peribadatan dalamapenan. Tujuan-tujuan

terkait dengan peribadatan dapat dijelaskan selbagdut:

a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak@&abi dan Rasul,
terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad Skakena hidup
beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalatatrk ‘Sunnah beliau.

b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, fiferae nafsu
seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih rgpyserta menjaga
kehormatan dan memelihara kepribadian.

c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituilamhal kehidupan
keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terw@judiyarga sejahtera
dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keam untuk
mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjmasa dalam
rangka pembinaan mental spirituil dan phisik métgang diridlai Allah
Tuhan Yang Maha Esa.

e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan arikel@arga suami
dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehid masyarakat yang
aman dan sejahtera lahir batin di bawah naunganmBRabAllah
Subhanahu Wa Ta'afa.

Apabila dibuat perbandingan, kemaslahatan yangidikan dengan
dilangsungkannya perkawinan di bawah umur malah jadensumber

kemadlaratan. Artinya, perkawinan untuk menjageokelatan keluarga pada

20zahry Hamid,Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Ugdaernikahan
di IndonesiaYogyakarta: Bina Cipta, 1978, him. 2.
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akhirnya malah berujung pada perceraian yang teafa juga berkaitan
dengan kehormatan keluarga. Oleh sebab itulah rpakeawinan di bawah
umur yang terjadi di Desa Tegaldowo menurut perkuigng relevan dengan
kaidah hukum Islam khususnya kaidah

Bl 133 pJ3 Aoehazay Bdde )5 130 ALall (e ol el oy

L
“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mé&nanaslahah, dan

apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mhslahaka yang
didahulukan adalah menolak mafsadahfya”
C. Analisis Upaya-Upaya dalam Mempersulit Perkawinan Anak di bawah

Umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang

Upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pihakndati@mpersulit
terjadinya perkawinan anak di bawah umur dapatggiap sebagai usaha
positif untuk meminimalisir akibat-akibat negatifard suatu kebolehan
menurut agama. Namun sayangnya upaya-upaya tersgdkitdapat berhasil
secara maksimal dan hanya berkutat pada aspek avaeamta. Hal ini dapat
terjadi karena upaya-upaya yang dilakukan tidakrsbhya mengacu pada
esensi permasalahan yang menjadi sumber utamditggaperkawinan anak
di bawah umur. Kalaupun ada hanya berlangsung aejeian terhenti di
tengah jalan sebagaimana yang telah diusahakarBalgdik Suwito.

Menurut penulis, langkah yang idealnya ditempuhakidhanya

melibatkan masyarakat saja namun juga melibatkarbdga-lembaga yang

berkompeten dalam masalah perkawinan anak di bawal. Sebagaimana

21 Mukhlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islamlakarta: Raja Grafindo
Persada, him. 137.
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telah dijelaskan di atas, permasalahan yang utalagada aspek orang tua,
undang-undang dan pergaulan bebas di kalangan aemagka idealnya

upaya-upaya yang dilaksanakan harus berhubungagadeketiga faktor

tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Plan Indonesia loiefeegemoni
orang tua anak dan pendidikan masih kurang optibhsdha tersebut kurang
optimal karena kurangnya analisa terhadap tradisiekhangan orang tua
dalam keluarga yang terjadi di Desa Tegaldowo Ketam Gunem
Kabupaten Rembang. Orang tua anak yang diberikanggpahan, dalam
konteks tradisi keluarga di Desa Tegaldowo kurangmitiki kekuasaan
dalam masalah perkawinan anak mereka. Sebab keputtertinggi
menyangkut perkawinan anak mereka berada di tamgang yang dituakan di
lingkungan keluarga. Jadi hegemoni yang diberikamyh akan menjadi
wacana dan dapat digunakan manakala orang tuabterselah memiliki
kekuasaan dalam perkawinan anak. Sedangkan peageskolah juga masih
kurang dapat menjadi solusi dalam mempersulitdanja perkawinan anak di
bawah umur. Hal ini lagi-lagi karena adanya kekaasanutlak” orang tua
terhadap perkawinan anak. Bahkan dalam hal inhdiean orang tua untuk
menerima pinangan orang lain dapat mengalahkannkegan pendidikan
anak.

Sementara itu usaha yang dilakukan oleh Bapak Suwdak dapat
berjalan dengan maksimal karena tuntutan yang idikag juga kurang

proporsional. Permintaan beliau untuk menghilangkadang-undang yang
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membolehkan perkawinan anak di bawah umur bukarupa&an sebuah
solusi terbaik. Hal ini berhubungan dengan antsipkemadlaratan
sebagaimana telah penulis paparkan pada Bab Iliksinya adalah,
keberadaan Pasal 15 KHI ayat jika dihilangkan akan menimbulkan dampak
yang tidak kecil. Pasal tersebut berfungsi sebagaiia legalitas kebolehan
perkawinan akibat adanya kekhawatiran terjadinyipaan pada anak yang
masih di bawah umur. Dengan demikian, apabila pasatbut dihilangkan,
anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam pesagabébas tidak memiliki
peluang untuk melakukan perkawinan kecuali bila eka@rdalam keadaan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 KHI, yakmilharlebih dahulu
sebelum adanya perkawinan.

Begitupula dengan ketiadaan usaha dari KUA. Haljuga lebih
dikarenakan kedudukan perundang-undangan yang dienjmber pedoman
dalam kegiatan KUA, termasuk dalam masalah perkawianak di bawah
umur. Dalam perkara perkawinan anak di bawah udltA Kecamatan
Gunem hanya memeriksa kelengkapan berkas yangkdiajwleh calon
mempelai. Kekurangan batas usia yang menjadi syaiitnal usia untuk
melakukan perkawinan akan direspon dengan mengeluaurat penolakan
yang disertai juga dengan surat pengantar kepadairRék meminta izin

perkawinan di bawah umur. Langkah ini juga disebabloleh adanya

> Bunyi pasal tersebut adalah “yaitu bahwa untuk lsamatan keluarga dan rumah

tangga,perkawinan hanya boleh dilakukan calon mé&np@ang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahif lyakni calon suami sekurang-
kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon st&urang-kurangnya 16 (enam belas) tahun.”
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ketentuan perundang-undangan yang membolehkan ypeayehonan izin di
PA.

Menurut penulis, sebaiknya KUA diberikan kewenangantuk
melakukan penilaian terkait dengan perencanaarapémian di bawah umur.
Penilaian itu tidak hanya didasarkan pada pemeaik&alengkapan dokumen
saja melainkan juga dilakukan dengan memeriksah lat@tail kesiapan
perkawinan tersebut. Maksudnya, KUA melalui PPN pugumodin yang
bertugas di desa atau dusun diberikan kewenang&wmk unelaksanakan
pemeriksaan yang berkaitan dengan syarat laimnsetaur, khususnya sebab-
sebab harus melangsungkan perkawinan di bawah udika hal ini
dilaksanakan akan memberikan keringanan tugas B#mga Agama.
Kewenangan tersebut sangat penting karena bilsatitari faktor kedekatan
hubungan dan wilayah, KUA lebih memiliki kedekatarbungan dan wilayah
dengan masyarakat ketimbang PA. KUA juga lebih bisalakukan
pemeriksaan secara cepat melalui PPN maupun maoatiimnmdesa/dusun.
Terlebih lagi dalam kasus yang terjadi di Desa Tagy@o, para modin juga
mendukung untuk mempersulit perkawinan anak di bawaur.

Sedangkan dalam ranah PA, kemudahan dalam pengdispensasi
perkawinan menurut penulis menjadi celah terjadimgkayasa masalah.
Maksudnya, masyarakat yang menginginkan anaknyaikatenmeskipun
belum memenuhi batas minimal usia perkawinan dageigan mudah

membuat gambaran bahwa kedua calon mempelai erlatutakrab dan demi
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menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang aka@njadi pertimbangan
Majelis Hakim.

Selain itu, proses pemeriksaan yang terkesan ‘sadat dengan
hanya memeriksa orang tua calon mempelai dan kealoa mempelai juga
menjadi permasalahan tersendiri dalam upaya peagguriukum dalam
keadaan tertentu. Model pemeriksaan tersebut membutelah
kekurangmaksimalan dalam eksplorasi informasi fedengan keadaan yang
menjadi alasan permohonan dispensasi. Artinyakéaingaliditas informasi
tentang pergaulan bebas yang menjadi kekhawatngadinya hal-hal yang
tidak diinginkan hanya datang sepihak.

Idealnya, penggalian informasi dilakukan secaraihletmendetail
dengan mendatangkan beberapa warga sebagai saksgam demikian,
nantinya Majelis Hakim dapat membuat penilaian ykagh riil berdasarkan
informasi yang diperoleh. Informasi dari warga ¢&mst dapat berfungsi
sebagai penguat maupun pelemah dari informasi ydisgmpaikan oleh
keluarga mempelai dan kedua calon mempelai. Térlelagi jika
dikembalikan pada keterangan yang diberikan oldahsaatu orang tua
tentang adanya rekayasa dalam pemberian inforratndpemeriksaan.

Perubahan dalam proses pemeriksaan pengajuan shspen
perkawinan sangat diperlukan. Sebagai “gerbangéliteg perkawinan di
bawah umur akibat keberadaan ketentuan perundafepgan kebolehan
perkawinan di bawah umur, proses pemeriksaan pegmgajispensasi menjadi

kunci utama pelaksanaan perundang-undangan, baikngeng-undangan
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tentang batasan minimal usia perkawinan maupun ngdang-undangan
dispensasi perkawinan. Artinya, melalui pemeriksaamng lebih ketat,
Pengadilan Agama dispensasi perkawinan di bawalr tidak akan mudah
terjadi sehingga secara tidak langsung Pengadilgam@& juga menjadi
instansi  “pengawal” undang-undang, khususnya undan@ng batasan
minimal usia perkawinan. Sebab jika tidak demikimaka Pengadilan Agama
tidak dapat berfungsi secara maksimal sebagai lganipelaksana hukum.
Fenomena yang terjadi di Desa Tegaldowo Kecamatame®@ Kabupaten
Rembang tersebut menempatkan Pengadilan Agamaasdbatpaga hukum
yang hanya menjalankan satu fungsi hukum sebagabdga pemberi
dispensasi perkawinan di bawah umur dan belum damatjadi lembaga
hukum dalam aspek pelaksanaan hukum batasan udgtawpean secara
maksimal.

Permasalahan perizinan (dispensasi) perkawinan agvab umur
bukannya satu-satunya persoalan yang melingkar paddek perkawinan di
bawah umur di Desa Tegaldowo. Pergaulan remaja Yelnip cenderung
mendekat pada hal-hal yang mengkhawatirkan memakanbisapan jempol.
Saat penulis melakukan pengumpulan data, penuliemekan sebuah kasus
akibat pergaulan bebas di mana seorang wanita @erhamil dengan
ketidakjelasan siapa pria yang menghamilinya kaweaaita tersebut pernah

tidur dengan empat laki-laki. Meski hanya satu kasus, hal itu dapat menjadi

% Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III.
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indikator sederhana dari keberadaan pergaulan b&egapi tidak lantas hal
itu menjadi alasan untuk legalitas perkawinan avddaumur.

Pergaulan bebas sebagai problematika sosial sely@nadak hanya
terjadi di Desa Tegaldowo semata namun telah nmaajehenjadi problem
masyarakat luas. Kemajuan teknologi (modernismedieki) dengan muatan
global